BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya potensi penyebaran
Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron serta
menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
440/ 7183/ SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Corona Virus Disease 2019 Omicron serta Penengakan
Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, maka dalam rangka
mengoptimalkan penanganan secara baik, cepat dan tepat
untuk memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 di
wilayah Kabupaten Kolaka, perlu meninjau kembali
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penerapan
Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 Kabupaten Kolaka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 40 Tahun
2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Kolaka.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negarai Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1952 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1822);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
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5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 34);



-3

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

15.Peraturan Daerah Nomor S5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kolaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN
KOLAKA

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 40 Tahun 2020
tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Kabupaten
Kolaka, diubah sebagai berikut :

1.

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4A,
sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A
Setiap pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab
tempat dan fasilitas umum dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja, wajib
memasang dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan
skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai/karyawan.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

(1) Setiap orang, pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau
penanggung jawab tempat dan fasilitas umum dalam menyelenggarakan
aktivitas bekerja, yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dan Pasal 4A, dikenakan sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa :

a. Sanksi administrasi, meliputi :
1. penghentian sementara operasional usaha; atau
2. pencabutan izin usaha.

b. denda administratif.

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
diberikan kepada setiap orang, pelaku usaha dan pengelola,
penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang
melakukan pelanggaran untuk pertama Kkali, dengan terlebih dahulu
diberikan teguran lisan atau tertulis.
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‘ ' (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
diberikan kepada pelaku usaha dan pengelola, penyelenggara atau
penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melakukan
pengulangan pelanggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. pelanggaran berulang 1 (satu) kali, dikenakan denda administratif
sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
b. pelanggaran berulang 2 (dua) kali, dikenakan denda administratif
sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
c. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali, dan seterusnya, dikenakan denda
administratif sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

(5) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
diberikan kepada setiap orang yang melakukan pengulangan
pelanggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. pelanggaran berulang 2 (dua) kali, dikenakan denda berupa kerja
sosial; dan

b. pelanggaran berulang 3 (tiga) kali, dan seterusnya, dikenakan denda
administratif sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

pada tanggal 28 Jajiuari 2022
Q)ﬂ BUPATI KOLAKAA, - —
r
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Ditetapkan di Kolaz:l;?

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 28 Januari 2022

ll SEKRETARIS JAERAH KABUPATEN KOLAK.A,ﬂU
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BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2022 NOMOR 03



